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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak lama dengan
menggunakan berbagai cara, sanksi terhadap pelaku korupsi sudah diperberat,
namun hampir setiap hari kita masih membaca atau mendengar adanya berita
mengenai korupsi. Berita mengenai operasi tangkap tangan (OTT) terhadap
pelaku korupsi masih sering terjadi. Korupsi berakibat sangat berbahaya bagi
kehidupan manusia, baik aspek kehidupan sosial, politik, birokrasi, ekonomi dan
individu. Bahaya korupsi bagi kehidupan diibaratkan bahwa korupsi adalah
seperti kanker dalam darah, sehingga si empunya badan harus selalu melakukan
cuci darah terus menerus jika ia menginginkan dapat hidup terus.

Menyadari bahwa dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi, perlu
partisipasi dan peran semua elemen bangsa, baik eksekutif, legislatif maupun
yudikatif. Tidak ketinggalan dari unsur akademisi dan praktisi, juga sebagai
kontrol sosial. Kerjasama diperlukan baik dalam maupun dengan negara lain.
Pelaksanaan kegiatan dan inisiatif yang dilakukan tersebut, kiranya dapat
disampaikan kepada masyarakat secara luas sebagai salah satu bentuk
pertanggungjawan atas amanah masyarakat.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat begitu
juga di provinsi Lampung. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke

tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara



maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta
lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat juga bagi
kehidupan masyarakat Lampung. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak
terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian
nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.
Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran
terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua
maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa
melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya
pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-
cara yang luar biasa.

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang
dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan
begitu pula di wilayah provinsi Lampung. Untuk itu diperlukan metode
penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus
yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan
manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaanya
dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.
Pada saat sekarang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan oleh
berbagai institusi seperti kejaksaan dan kepolisian dan badan-badan lain yang
berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, oleh karena itu

pengaturan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam undang-



undang ini dilakukan secara berhati-hati agar tidak terjadi tumpang tindih
kewenangan dengan berbagai instansi tersebut.

Substansi  penegakan hukum tindak pidana gratifikasi belum jelas
pengaturannya, baik dalam undang-undang tindak korupsi maupun dalam
berbagai ketentuan lainnya. Hal ini disebabkan belum jelasnya pengaturan yang
membedakan antara suap dan gratifikasi. Pada umumnya baik gratifikasi maupun
suap memiliki keterkaitan dalam mempengaruhi kedudukan penyelengara negara.
Dalam prakteknya, gratifikasi telah menimbulkan konsekuensi di bidang
penegakan hukum karena terjadinya perbedaan penafsiran antar lembaga penegak
hukum.

Suatu gratifikasi atau pemberian hadiah dapat diklasifikasikan ke dalam
suatu perbuatan pidana suap, khususnya pada seorang penyelenggara negara atau
pegawai negeri adalah pada saat penyelenggara negara atau pegawai negeri
tersebut melakukan tindakan menerima suatu gratifikasi atau pemberian hadiah
dari pihak manapun sepanjang pemberian tersebut diberikan berhubungan dengan
jabatan ataupun pekerjaannya. Sementara itu gratifikasi yang bukan tindak pidana
harus memenuhi beberapa syarat yaitu penerima gratifikasi melaporkan kepada
pihak berwenang dalam hal ini KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), dilaporkan
paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah gratifikasi diterima, ditetapkan paling
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima laporan oleh KPK (Komisi
Pemberantasan Korupsi) apakah milik penerima atau milik negara, penetapan

dilakukan oleh pimpinan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).



Penanganan kasus korupsi perlu penanganan yang khusus, sehingga proses
penyelidikan hingga proses penuntutanpun hanya terdapat satu lembaga yang
diberikan kewenangan khusus untuk melakukan itu yaitu KPK (Komisi
Pemberantasan Korupsi), dan untuk proses selanjutnya yaitu proses dalam sidang
pengadilan hingga penjatuhan pidana (vonis) adalah menjadi tugas dari hakim.
Dalam sistem pembuktian kasus korupsi dikenal suatu sistem pembuktian terbalik,
namun hanya dapat diterapkan terhadap delik yang berkenaan dengan gratifikasi
yang berkaitan dengan suap, dengan nilai gratifikasi Rp. 10.000.000,00 (sepuluh
juta rupiah) atau lebih. Untuk gratifikasi yang nilainya dibawah Rp. 10.000.000
(sepuluh juta rupiah) maka pembuktian bahwa gratifikasi atau hadiah tersebut
adalah suap dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Beberapa kasus gratifikasi yang terungkap, baik yang sudah sampai dengan
keputusan hakim maupun yang masih dalam proses diantaranya yaitu:

1. Kasus gratifikasi proyek Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bob Bazar,
Kalianda, Lampung Selatan Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menyatakan bersalah terhadap tiga
terdakwa Dengan terdakwa atas nama Drs. H. Armen Mn

2. Kasua gratifikasi olen Mantan Kepala Biro Perekonomian Provinsi Lampung
yang dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi, Kelas 1A, Tanjung Karang.

3. Kasus dugaan gratifikasi ke sejumlah anggota DPRD Tanggamus oleh Bupati
Tanggamus untuk mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

(APBD) Tahun Anggaran (TA) 2016.



4. Kasus dugaan gratifikasi oleh Bupati Lampung Tengah terkait dengan
persetujuan pengajuan peminjaman ke PT. SMI Rp. 300 miliar dalam
anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2018.

5. Kasus Khamamik Bupati Mesuji tentang kasus gratifikasi dan suap pada
proyek pembangunan infrastruktur di Mesuji

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengadakan
penelitian yang tertuang dalam bentuk penulisan hukum dengan judul

“Penegakan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi dalam Upaya

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup
1. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat
merumuskan masalah sebagai berikut:
a. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana gratifikasi
sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi?
b. Faktor apa saja yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap pelaku
tindakan gratifikasi dan suap dalam tindak pidana korupsi?
2. Ruang Lingkup
Ruang lingkup dalam penulisan hanya terbatas pada pembahasan lingkup
kajian bidang hukum Kkhususnya delik luar dari KUHP dalam upaya
pemberantasan tindak pidana korupsi serta tindak lanjut penyelesaian perkara
setelah sampai di pelaksana penegakan hukumnya. Penelitian dilakukan secara

normatif empiris dengan mempelajari peraturan-peraturan yang berkaitan dengan



permasalahan gratifikasi serta putusan-putusan pengadilan perkara tersebut dan

proses peradilan tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang.

C. Tujuan Penulisan dan Kegunaan Penelitian
1.  Tujuan Penulisan
Berdasarkan perumusan masalah yang akan dibahas, maka tujuan penelitian
ditentukan sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui upaya-upaya penegakan hukum pidana terhadap para
pelaku gratifikasi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan tingkat kesulitan dalam

penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana gratifikasi.

2.  Kegunaan Penulisan
Sejalan dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan
mengandung dua kegunaan sebagai berikut:
a. Secara Teoritis
Diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan,
khususnya mengenai hukum yang berkaitan dengan tindak pidana gratifikasi
dalam upaya pemberatantasan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme di
wilayah hukum republik indonesia.
b. Secara Praktis
Secara praktis penelitian ini ditunjukan kepada kalangan praktisi seperti
Advokat dan penegak hukum khusususnya kepada petugas yang ada di

lembaga bantuan hukum dan kepolisian dalam menegakkan hukum yang



berkaitan dengan tindak pidana gratifikasi dalam upaya pemberantasan tindak

pidana korupsi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual
1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil
pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan
identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti-.
Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini
karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data.

Pengertian penegakan hukum pidana dapat juga diartikan penyelenggaraan
hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai
kepentingan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang
berlaku. Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai
yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan mengejawantah dan sikap
tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan,
memelihara, dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup. Korupsi di
Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Baik dari jumlah
kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara. Kualitas tindak
pidana korupsi yang dilakukan juga semakin sistematis dengan lingkup yang
memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi salah

satu faktor utama penghambat keberhasilan untuk mewujudkan masyarakat

1 Soerjono, Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Ul-Pres. him 124.



Indonesia yang adil dan makmur sebagaiman diamanatkan oleh Undang-Undang
dalam memberantas korupsi.

Tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan penyuapan
manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan
atau kepentingan rakyat atau umum. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelengaraan Negara yang Bebas dari KKN (korupsi, kolusi, dan
nepotisme) merumuskan korupsi adalah tindak pidana sebagaimana yang
dimaksud dalam ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang tindak pidana korupsi. Dengan perumusan yang demikian maka
menunjuk pada peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi
yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang telah merubah Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
yang kini berlaku sebagai hukum positif tentang korupsi.

Gratifikasi adalah adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi
pemberian uang,barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket
perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan
fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun
di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau

tanpa sarana elektronik.



2.

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus

yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan

diteliti dan atau diuraikan dalam karya ilmiah. Adapun batasan dan pengertian

yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini adalah :

a.

b.

Penegakan hukum adalah proses pemungsian norma-norma hukum secara
nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum,
larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi
barang siapa larangan tersebut.

Gratifikasi merupakan meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount),
komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan,
perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Korupsi merupakan tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan
dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan.
Tindakan korupsi ini terjadi karena beberapa faktor faktor yang terjadi di

dalam kalangan masyarakat.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan para pembaca memahami penelitian ini, maka penulisan

penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:



PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian yang memuat latar belakang masalah,
kemudian permasalahan dan ruang lingkup, selanjutnya juga memuat tujuan
dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual sebagai acuan

dalam membahas penelitian serta sistematika penulisan.
TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang menguraikan pengertian-
pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini, yang
terdiri dari analisis hukum tentang penegakan hukum tindak pidana

gratifikasi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

I1l. METODE PENELITIAN

V.

Metode penelitian merupakan bagian yang menguraikan tentang langkah
yang akan ditempuh dalam pendekatan masalah, sumber data, jenis data, cara

pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uraian dalan bagian ini terdiri dari tiga sub bagian, yaitu sub bagian yang
menguraikan tentang karakteristik responden, sub bagian yang menguraikan
tentang penegakan hukum tindak pidana gratifikasi dalam upaya

pemberantasan tindak pidana korupsi.
PENUTUP

Merupakan bab penutup dari penulisan penelitian yang berisikan secara
singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari penulisan
sehubungan dengan masalah yang dibahas serta memuat lampiran-lampiran

yang berhubungan dengan penulisan.
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